BUPATI LUWU TIMUR
PROVINS] SULAWESI SELATAN .

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

' ; 1
MSRJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
TIM PENGOERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAINTEIYAAN
RELUARGA KABUPATEN LUWU TIMUIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang @ o, bahwa dalam rangka  pelaksanaan  peoadanan dinis
dalam negeri yang dilaksanakan secara 1ertib, elisien,
ckonomis, efektil, dan  transparan, perlu mengatur
ketenivan mengeniii Perjaianan Dinas Dalanm Negeri Bagi
Tim  Penggerak’ Peicherdayvaan Dan Kesejahteraan
Keluarga,

h. bahwa Tim Penggerale Pemberdayaan dan kesciahterian
Keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan siralegis ving
: herperan calam mendykung pemerintahan daerah guna
: mewujudkan  keluargas sehat, scjahteri.  maju  dan
mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannyva
sehingga perlu diberikan bhiava perjalanan dinas Vilng
disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Neperi Sipil
sesual ketentuan peraturan perundang-undangian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagnmana
dimaksud dalam huraf a dan hurul b, perli menctapkan
Peraturan Bupati tentang Pervjalanan Dinas Dalan Negeri
Bag: Tim Penggerak Pemb'rrdnyaan dan hesejahiteraan
keluarga Kabupaten Luwwe Timur ;

Mengingat  : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 20073 lentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur don Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Seliatan (Lembigan
Negara Republik  Indonesin Tahun 2000 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4270); ' '
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(s,

Y.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1entang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang =~ Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4355),
Undang-Undang. Nomer 15 Tahun 2004  1entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Taniggung Jawah keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor GG, Tamhahan Lembaran Negarin Republik
Incdlonesia Nomor 4400},

“ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 entang

Perimbangan kKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Demierintahan Doeral (Lembaran  Negars Nepublik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomoir 17 Tahun' 20014 tentang Migehs
Permusyawaratan  Rakyal, Dewan Perwalalon Rokyat,
Dewar. Perwakilan Daerih,  dan Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah (Leimbaran Negara Repubhk Indonesi
Tahun 2014 Nomar 82, Mambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5508); '
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20011 entang
Pemerintabian Deerah (Lembaran’ Negora Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2001 tentang
khedudukan Protokoler dan Kewangan Pimmpiman dan
aAnggeta  Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah (Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 00,
Vambahan Lembaran Negara Republik  Indonesie Nomaor
44 16) sebagaimana telah diubah terakhir bheberapa kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga' Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 1entang Kedudukan Protokoler
dan Keunangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2007 Nomor 47, Tambahan ‘Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58! Tahun 20005 tentang
Pengelolaan Kelangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4578);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79'Tahun 2005 1entang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PPenycelenggaraan
Jemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamb:ahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor |3 Tahun 2000
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam ]‘\uli:'.gv:'.rlL Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan I{cdualf"ttas Peraturan Mcenteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik
Indonesia Nomor 310); '

i 12, Peraturan Daerah Kkabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentung Pokok-Pokok Pengelolian Keuangan
Dacrah Kabupaten  Luwu  Timur (Lembaran  Daerah
Kabupaten Luwd Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
‘habupaten Luwu Timur Nomeor 12 Tahun 20104 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang [Pokok-l’okok
Fengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Leimbaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Rabupaten
Luwu Timur Nomor 89); "

13, PPernturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
reintang  Pembentukan Produk YHukum  Dacrah i
Lingkunpgan Pemierintah Eabupaten Luwu Timar (Herita
Lmwerah kabupaten Lawa Timur Tahun 200 10 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Moenctapkan @ PERATURAN BUPATE LUWU TIMUR TENTANG PERIALANAN
DINAS DALAM NI IR HAGIE TIM PENGUEIRRAR
PEMIBERDAYAAN [DAN NESEJANITERAAN LU ARGA
KATBUPATEN LUWU TIMUR.

Al |
KETEMNTUAN UMUM
Pasal )
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adaliah Bupati dan Perangkat Dacrah schagan Unsur
Penvelenggara Pemerintahan Daerah.
Hupati acdalah Supati Luwu Timur.,
Wakil NBupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
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5. Sckretaris Dacrah adalah seuap warga negara Republik Indonesi yang
telanh memenuhi svarat vang telah ditentukan, diangkar, oleh pejabant
herwenapng dan di serabi tugas negara lainnya, dan digan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

O Pemberdavann dan kescjahternan  keluarga yvang sclanjutinva 'Rk
adalah seiurua jajaran dalam pengurus Tim Penggerak 'k Kahupaten
Luwu Timur :

7. Perjalanan dinas dalam negeri yvang sclanjutnya dischur perjalanan
dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan ving dilakukan
dalam wilayvah Republik Indonesia untuk kepentingan negari.

8. Perjalanan dinas dalam daerab adalah perjalanan dinas vang dilakukan
dalam  wilayah Kabhupaten Luwu Timur dari tempat kedudukan
ketempat tujuan dengan sekurang-sekurangnya 3 (lima) kilometer.

9.  Perjalanan dinas luar daerah anta. kabupaten/kota dalam provinsi
adalah  perjalanan  dinas  vang dilakukan untuk  kepentingan
negara/dacrab atas perintah pejabal yang berwenang vang dilakukan i
luar Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Suliwesi Selatan.

10. Perjalanan  dinas keluar provinsi adalah perjalanan dinas  yang
diinkukan un*uk kepentingan negara/daerah latas periniah pejabat
vang berwenang vang dilakulkan diluaz wilayah Provinsi Sulawesi-
Selatan. :

= 11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang‘srianj’ufnya disingkat SPPD

& adalah dokumen vang cditerbitkan oleh Kepala SKPD sclaku Pengguna

' Anggaran dalaum rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat

; negara, pegawal negeri, pegawai lidak tetap dan pihak lain.

1.5, Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah di hitung terlebih
dahulu [pre-caleulated amount) dan dibayarkan sekaligus.

15, Hiaya ll"ii! adalah biaya vang dikeluarkan sesuai dengan buki
pengeluaran vang sah,

14, Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang
di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarhan ketentuan vang heriaku,

15, Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan 'kerja.

16. Tempat wajuan adalah tempat/kota vang menjadi tujuan perjalanan
dinas. '

ERVER] I
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasnl 2

(1) Perataeam Bupsti ini mengatur mengenai prli.ksam‘mn i pertanggung
Jawaban | Perinlanan Dinas  dalam Kabupaten  Luwu  Timuar,  Antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi T'un Penggerak
PRK Kabupaten Luwu Timur yang dibiayai dari Anggaran pendapatan
dan Helanga e rah,




(2) Tim Penggerak PRK sclmguimaha dimaksud pada ayat (1) terdirn dari
a. ketun dan para wakil ketua;
b. sckretaris dan para wakil sekretaris:
¢. hendahara dain para wakil bendaharag
d. para ketua pekja dan anggota;
e, koordinator, anggota  tim - sekretariat, pengurus  penggerak o PRk

kecamatan,

(3) Tim Pengeerak PRR sebagaimana dmaksud pada avar (2] i sebut

pengurus inti.

_ : BAI3 11
E JENIS PERJALANAN DINAS PKK -

i Pasal 3 L

(1) Perjalanan dinas meliputs
i a. perjaplanan dinas dalam Kabupaten;
p h. perjalanan dinas di luar kabupaten dalam Provinsi Sulowes: Selatang
tdan ,
c. perjalanan dinas di luar Provinsi Sulawesi Sclatan.
(2) Perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalim
| rangka sehagai berikut ¢
& a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan:
b, mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis  (Inmtek),
i orientasi, lokakarya, pameran, studi lapang, simposium dan
scjenisnys,
i ¢. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat);
! d. menghadiri peravaan hari HUT PRK-Jingkat Provinsi dan Nasional;
¢, menghadiri hari kesatuan gerak PRK, dan hulan hahkti potong-rovong,
. mengikuti lomba-lomba Prk;
i g mengikuti hari keluarga nasional dan
. h. kegintan PRk lainnya.
(3) Perjalanan dinas sebagaimana yang dimnaksud pada ayat (1] dan avat (2)
dilukukan sesuani perintah atasan vang tertuang dalam sorvac tupas dan
suratl perintah perialanan dinas. ’

BABIV b
PELAKSANA SP'PD

LA

rasal 4 g |
Pelnksana SPPD dari Tine PPR tevdiri tlm‘l ketua dan wabkal Retua Ton
Pengeerak PRK, sckretaris dan wakil sekretaris, bendabar dan wakal
bendahar, ketua pokja dan angegota  dalam melaksanakon penalanan
dinas luir dacrah dalam provinsi dan luar provinsi, SPUPD o dan surin
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(2]

(31

(1

(2:

(3

()

tugns  ditandiangani oieh Ketua Him Penggerak PR dan pejabin
PENERUNG ANERATAN,

BABV
JUMLAH HARI PEIRVJALANAN DINAS

Pasal 5

Jumilah hari perjalanan dinas untuk tujiuan menghadiri undangan rapat,
seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarvi, sumposiom
dian sejenisnya sertac mengikuti pendidikan danp pelatihan (diklat), o
tetapkan maksimal di hitung bLerdasarkan jumlah hari peliksanaan
kegintan sesuan surat undangan ditambah dengan 1 (satu) hari sebelum
dan 1 (satu) hari setelah kegiatan uniuk perjalanan i luar wilayvah
Provinsi Sulawesi Selatan dan diluar wilayah Kabupaten Lowa Timur
dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
Jumiah hari perialanan dinas untuk tujuan melakukan koordinast «dan
konsultasi  tanpa  undangan  dan H:menirianz’Lmnlr:ag:u’[n:-;mnsif
Pemerintah Dacrabh lainnya, lamanya hari perjalanan dinis di batasi
maksimal : - i '
a, maksimal 4 (empat) hari untuk diluar wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan; dan :
b. maksimal 3 (tiga) hari untuk diluar wilayan Kabupaten Luwu Timur
dalam Provinsi Sulawesi-Sclatan. o
Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah diwilayah Kabupaten Luwu
Timur lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 1 (satu) hari
kecuali dalam keadaan tertentu.

BAD Vie
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal O

Perjalanan Dinas terdir atas komponen-Komnonen sebagai herikun ¢

A. uang harian; '

b. biaya transport; Jdan

. biaya penginapan.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul o werdirn aas:

Ao uang makan,

by uang transport lokal; dan !

Coang shku,

Biava trimspor scbagaimana dinaksud pada ayat (1) hurut borerdin atas:

a. hinva tiket/alat transportasi dari tr?rnpét kedudukan sampan tujuan
keberangkatan dan kepulangan: dan .

h. retribiusi dan/atau pajai Viing dli pungut duerminal
bus/stasiun/aandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

Hiava penginapan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huvatl o

merupakan biava yarg diperiukan untuk n‘lwnginap;

I



i oli hotel; atat
b, thi tempat menginap iainnya.
(5] Biaya  perjalanan  dinas  yang menggunakan penginapan i hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) hurul a dibdyarkan ses i binya rill
herdasarkan bukti sah. . '
(6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan  biiva penginapan
sehagaimana dimaksud pada avat (4) berlaku ketentuan schigii herikut:
o, binva penginapan diberikan sehesar 30 %6 (tiga pulub persend doont tarif
hotel sesuni kertentuan vang berlaku.
b, hiava penginapan sebagaimana dimaksud pada hurul o dibinviorkan
secari lumpsum, i |
(7) Pembayaran binya penginapan sebagaimana dimaksud padac hurat (a)
diberikan kurimg 1 (satu)] hari dari jumlah vang tercantinn dalam surat
tugas vang dibayvarkan dengan Liava rill,

Pasal 7

(1) Biava pecinlanin dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal G oo (1) o
mediputil: .
i, ketua, dan Wakil ketua Tim Penggerak PR di setarakan dengan PNS
Colongan 11
h. Scekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Walkal Bendahara,
ketun Pokin dan Anggota di sctarakan dengan PNS Golongan 11
(2) [3esaran hiaya Perjalanan Dinas sebagaimana qimﬂkﬁu{l priacdan avar (1)
mengacu  pada standar biaya Perjalanan Dinas Pegawai Newerr Sipil
Dacrah,

Biaya pﬂrjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal O avat (1)

diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas 'sebﬂga'imana dimaksud dalam

Pasal 3 dan tingkat biayva perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum

b. biava transport dibayarkan sesuai dengan biava riill berdasarkan fasilitas
transport; dan .' '

c. biaya penginapan dibayarkan sesu:u dengan biaya riil

Pasal 8 . |
-

Pasal 9 '

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai
dibayarkan sesuai laril penveberangan reguler yang berlaku. kecuali untuk
rombongan/ecarieran dibayarkan sesuai tarif yang berlaku uniuk perjalanan
dinas I'NS dierah,



Pasal 10 .
Perjnlanan dinas nntuk mengikuti rapat, sr;rninar,' workshop, himbingan
teknis  (bhimtekj, lokakarva, simposium dan sejenisnya scria mengikuti
pe ndidikan dan pelatihan {diklat) sebagaiinana dimaksud dalium Pasal 3 ayvat
(2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan 'dengan menggunakan biaya
kontribusi peserta dimana biava kontribusi térsebut sudah 1ermasuk biaya
makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditangaung oleh
panitin penyelenggara, maka sclania mengikuti acara tersehul uang harian
vang di bayarkan hanya berupa uang saiku untuk perjalanan dinas dalam
daerak, luar kabupaten datam prﬁvinsi atau luar provinsi.

I
Pasnl 11

(1) Biava perialanan  dinas  dibayarkan schelum:  perialanan dinas
dilaksanakan. ' '

(2] Dalam hal perinlanan dinas harus segera dilaksanakan biava perialanan
dinas scbagainmana dimaksud pada avat (1) dapat dibinorkan setelah
perjalanan dinis selesai.

Pasal 12

Perjalanan dinas vang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas
dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Sulawest Selatan dari
tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempan kedudukan
semulin, di herikan biaya bahan bakar sesuai ketentuan perialanan dinas
dalam negeri bagi | NS daerah, '

Pasii 13
| -
N a k Al I: - v
(1] Sopir PNS dan Non PNS dalam mengantar dan menjempit etua Tim
Penggerak PRKK yang melakukan perjalanan dinas luar dacrah tlaliim
provinsi dan luar provinsi di berikan/dibayarkan biaya penalinan dinas
sehagaimana ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bag: NS daerah.

(21 Sopir sehagaimana dimaksud pada ayar (1) adalah sopic vang telah dh
tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketun, Angeota Tim Penggerak PKK/Sckretariat PKK dan hetua dilarang
menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lehih] untuk
perjalanan dinas vang dilakukan dalam waktu vang sama.
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BAR VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

SPPD merupakan bukti laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas.

Dalam 5PPD udak beleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan
perubahan danat dilakukan dengan coretan dan di bubuhi paral oleh
pejabat yang herwenang. '

adiom SPPD harus jelas di carat sebagai berikut :

a. mngeal berangkat dari tempat kedudukan;

b tanggal 1iba dan berangkat dari tempat tgjuan ditandatangani oleh
pejabat vang berwenang/pejabat lain yang di tunjuk; dan

cotangeal tibiae kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani ‘oleh
pejabat yimg berwenang/ pejiabat lain vang «di tunjuk.

Selunbat-mbatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas herakhir,
S vang rehih di bubuhi cattan tanggal tiba kembah dan o welah di
tnndmtangani cleh pejabat yang berwenang/pejabat lnin ving ditunjuk,
harus discrahkan kepada bendahara yang semula membaoviarkan biava
perjalangn dinas wersebut, |

Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud  pada avar (4] i Limpini

dokumen berupa :

a. surat tugas vang sah dari pejabat vang berwenang;

h. bukti keberangkatan dan kepulanggn dalam bentuk tiket "karers dari
transportasi vang digunakan, jika menggunakan transportasi ucar
bherupa tiket pesawatl, boarding pass, dan Pajak DPclonanan Jasa
Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); :

¢. dafar pengeluaran rill sesuai format vang hurlﬂlku':

d. bukti pembayvaran hote! atau tempat menginap lainnya: «an

¢. sural/undarngan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar
alau workshop.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5] hurul b tidak di peroleh, pertanggungjawaban perjalanan dinas
dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

: Pasal 16
Pejubat - vang  berwenang dan yang melakukan perlanan  dinas
hertanggungjawab  sepenuhnya  atas  kerugian yang i derita oleh
negara/dacrah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian i kealpaan
yvang bersangkutan dalam  hubungannya dengan perjalanan  dinas
berkenaan,

S N
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i o
: 12) Perhoehip Kesengagnan welabvan aian kKeadpoan vang dilakukan dalian
hubumghmnya dengan peralanan dinas berkenaan sebaginmana
chiadosued pasdas vt (1) danad dikenakan poedakan herup
SRR EATAT HH | g;l.rill' ."LIHI' HJ'HLHL! Letentoam PerinLran r!l‘:'lll1f|.lllﬂ LIr'lH;If'Ijlilrl

vange berkalk; dan Satau

B bk utoan sdministratif dan dindakan Ininnyacsesaan dengan Ketentaan
peraturan peryandang-undangan vang berlakuo.,
i

' LA VI
PEMIBAYAAN

Pasnl 17
Pembuivian terhadap. keteniuan peralanan dinas dalun perataran Bapat
i chibelaekan pada Anggaran Peadaparan Helanga Daciah Kabupaten Luwu
T

1AL IX
FETENTUAN PENUTUPR

! hasal 18

Pevatusan Fogpat mi mutai berlako padda tanggal dicodangkion
|

-
-

A setiap orang méngetahuinyva, memernniahkan pengundangan Peoataran
PBupan e dengan penempatanayia dalam Hernta NDacrah Kobwgsaiten T uwa

Timu i .
' L i

. I

e litetapkan di Mali |

pacia tanggal 31 Desember 2014 i

1'

nu?m LUWU TIMUR,
/ |
|

= ';
|

|

ANDI HATTA M. _ .
Dyiconelovnelesod oli Madili _ ;
pareon tanggeal LY Desembier 2014 |
SERRETARIS DAERAN KATIUDPATEN LUWL FIMUR :
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BAIIRI SULI

BERITA DAERKAH s ABUPATEN LUWU TIMUR TAIHTUN 2004 NOMu 72
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